
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan:·'naerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daeral 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis 
Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism­ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undan&,-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); _,_. _ · · 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 J~nta.TJ.g Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~Q04 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. z : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negars 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7-'. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesis 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ 
Nomor 130, Tamb~an Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi: 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

·--iJt 
\."¥i' -~. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) 1:Jndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang : a. bahwa untukmemenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daeral 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjs 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Simalungur 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016. 

<':!--' BUPATI SIMALUNGUN, 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN. 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENT ANG 

eERITA DAERAH KABUPATEN SIMAL.UN 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

-..- ... -:·.-.:::. 
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11. Undang-Undang Nomor 9 Tahu.15 tentang Perubahan Kedua Atas u&g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

,/ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor ~24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembarar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telal 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2J Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturar 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD [Lembaran Negars 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2_005 Nomor 137 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik •. Indonesia Tahur 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahar 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

,I - . . ... 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri ·200~ 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ·· 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembarar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarig Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republil 

Indonesia Tahun 2006 Nomor _25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ·,-- 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungur 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater 
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 

26. Peraturap Daerah Nomor 7 Tahun 2008 teritang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungur 
Tahun 2008 NornorZ Seri D Nomor 6); 

,·l·; 
~~.,;: 
-··:··· 
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2.358.381.021.741,00 

119.980.274.859,00 
l .440.573.466.000,00 

797 .827 .280.882,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:: 

• J umlah Pendapatan 

Pasal 1 -: .. ,r·;- 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

. · ·.·., 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAl;I KABUPATEN 
SIMALUNGtJr.i" TAHUN ANGGARAN 2016 ... ., ... 

, Dengan Persetujuan.Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN' SIMALUNGUN 

dan 
BUPATI SIMALUNGUN 

MEMUTUSKAN: 

27. Peraturan Daerah Nomor 17 Tah·(J.)008 tentang Organisasi dan Tata Kerja-~ :angkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daeral: 
Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahur 
2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tate: 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembarar 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupater 
Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Nomor l); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oq§ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubal: 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dar 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

't;•' 



Pasal 3 

Lampiran sebagaimana di.rtiaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Rp. 
- .. -··Rp. 

(139.982.005.730,00) 

-. 

200.000.000,00 
140.182.005.730,00. 

2:218.399.016.011,00 · 
139. 982.005. 730,00 

Rp. 
Rp. 

532.979.683.942,00 Rp. 

Rp. 
Rp. 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

_ .,. : ·- .Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pe:~biayaan Anggaran Tahun Berkenaan ,,rt -- 

~;:.d 

Jumlah Belanja Langsung 
- Jumlah Belanja 

Surplus I (Defisit) 

83.708.014.415,00 
301.018.527.365,00 
148.253.142.162,00 

l.685.419.332.069,00 Rp. 
5.000.000.000,00 

231.4 75.346. 970,00 

l .302.396.673.699,00 
42.827.311.400,00 

4.520.000.000,00 
99.200.000.000,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

b. Belanja Langsung 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Barang dan Jasa 
3). Belanja Modal 

. \ ·- .. "":'- ~-·-····------. -·-----·-- 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

.. ,. 
Belanja Daerah , _ ~, 
a. Belanja Tidak Langsung 

1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Hibah 
3). Belanja Bantuan Sosial 
4). Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota/ 

dan Pemerintah Desa 
5). Belanja Bantuan Keuangan Bagi Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
6). Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

' 2. 

__ .,..,.,~--·-.••,,._~..--r••·• ,--··--·--· -----•----·•"•-'"- -~--···- • •·-•"- •---~ --~-·• ... .t .· "• " ··-···.~· ......... --v-, 
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SERITA DAERAH KASUPATEN SIMALUNGUN NOMOR ~(Qi 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal ~8 ~\(A.fl 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 

BINSAR SITUMORANG 

dto 

Pj. BUPATI f?IMALUNGUN, 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal ~ ..'U«\U~ft 2016 

Pasal 4 ~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupater 
Simalungun. 


